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Abstrak

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan dan
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi ini bertujuan menganalisis strategi, tantangan, dan dampak
pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM berbasis komunitas dan keagamaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis multi-
kasus, mengacu pada hasil-hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan laporan empiris dari berbagai wilayah
di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa koperasi wanita, organisasi Islam perempuan, dan komunitas
UMKM berperan signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan, kapasitas manajerial, kemandirian ekonomi,
serta akses legalitas usaha bagi perempuan. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi digital, akses modal,
partisipasi anggota, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Rekomendasi strategis
yang diusulkan meliputi integrasi pelatihan kewirausahaan, digitalisasi akuntansi, pendampingan legalitas usaha,
serta penguatan kelembagaan koperasi dan sinergi multipihak. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan
holistik dan partisipatif untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Kata-kata kunci : Koperasi Perempuan, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract

Women’s economic empowerment is an important foundation for sustainable development and poverty
alleviation in Indonesia. This study aims to analyze the strategies, challenges, and impacts of women’s
economic empowerment through community and faith-based cooperatives and MSMEs. The research
uses a descriptive qualitative approach with literature study and multi-case analysis methods, drawing
on research results, community service, and empirical reports from various regions in Indonesia. The
main findings show that women’s cooperatives, women’s Islamic organizations, and MSME
communities play a significant role in improving financial literacy, managerial capacity, economic
independence, and access to business legality for women. However, challenges such as low digital
literacy, access to capital, member participation, and the quality of human resources are still major
obstacles. Strategic recommendations include the integration of entrepreneurship training, accounting
digitalization, business legality assistance, as well as cooperative institutional strengthening and multi-
stakeholder synergy. This study emphasizes the importance of a holistic and participatory approach to
strengthen women’s economic empowerment in Indonesia.

Keywords: Women's Cooperatives, MSMEs, Economic Empowerment.

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi salah satu isu strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pemberantasan
kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan ekonomi berbasis
kerakyatan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(KemenKopUKM), tercatat bahwa sekitar 64% dari total 65,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan. Angka ini mencerminkan peran
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penting perempuan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, khususnya dalam
menghadapi krisis ekonomi maupun pandemi global (Widiarty, 2024).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan pelaku UMKM
masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup
keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya tingkat literasi keuangan, kurangnya
adopsi teknologi digital, lemahnya perlindungan hukum, serta kompleksitas dalam
pengurusan dokumen legal usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro
Kecil (IUMK) (Tholib et al., 2021).

Selain menghadapi hambatan struktural, perempuan pelaku UMKM juga dihadapkan
pada beban ganda, di mana mereka harus mengelola usaha sekaligus menjalankan tanggung
jawab domestik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas perempuan dalam
mengembangkan usaha secara optimal (Anjani, 2021). Di sisi lain, dominasi budaya patriarki,
ketimpangan gender, serta diskriminasi dan stereotip negatif terhadap perempuan turut
memperkuat posisi subordinat mereka, baik dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun
dalam akses terhadap sumber daya produktif (Stiawati et al., 2025). Permasalahan ini semakin
diperparah oleh terbatasnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan kewirausahaan,
serta rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha dan sistem keuangan formal (Chotijah
et al., 2022).

Organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti ‘Aisyiyah Muhammadiyah,
Muslimat NU, dan Persistri Persis, telah memainkan peran signifikan dalam merespons
tantangan tersebut. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga
mencakup penguatan kapasitas ekonomi, pendidikan, advokasi hukum, serta layanan
kesehatan. Koperasi perempuan, baik yang berbasis komunitas maupun keagamaan, telah
berkembang menjadi platform strategis bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan,
pelatihan, dan jejaring pemasaran (Haryanto, 2016). Selain itu, komunitas UMKM perempuan
dan organisasi seperti IWAPI turut aktif dalam mendorong peningkatan literasi keuangan dan
digitalisasi pencatatan keuangan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan
(Tarmizi et al., 2025).

Relevansi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM juga
diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki
kemandirian ekonomi mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga,
memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang
inklusifdan adil (Ningrum et al.). Namun demikian, efektivitas program pemberdayaan tersebut
sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kualitas sumber daya manusia,
keberlanjutan pendampingan, dukungan dari lembaga terkait, serta sinergi lintas sektor (Afifah,
2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara
komprehensif model pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbasis pada koperasi dan
UMKM di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta
perumusan strategi penguatan yang kontekstual dan relevan. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan praktik pemberdayaan
ekonomi perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Proceeding homepage : bttps:/ [ lib.literaaksara.com | 158



https://lib.literaaksara.com/

Tema : Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

Metode Penelitian

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
studi lliteratur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, sepertijurnalilmiah, laporan
resmi Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta berita dan koperasi. Analisis dilakukan secara
tematik untuk menggali peran, tantangan, dan strategi pengembangan koperasi perempuan
Muhammadiyah.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu isu strategis dalam upaya
pembangunan berkelanjutan, baik dalam konteks global maupun nasional. Di Indonesia,
keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan signifikan, terutama
melalui keikutsertaan mereka dalam koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kedua sektor ini telah terbukti menjadi wahana penting dalam mendorong partisipasi aktif
perempuan di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian finansial mereka. Keterlibatan
perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga,
tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan di ranah
domestik. Kendati demikian, proses pemberdayaan tersebut masih dihadapkan pada berbagai
tantangan struktural seperti ketimpangan gender, akses yang terbatas terhadap sumber daya
produktif, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan keterbatasan penguasaan teknologi digital
yang menjadi semakin krusial di era transformasi digital (Bappebas, 2021)

Secara umum, perempuan memainkan peran vital dalam struktur perekonomian
nasional melalui kontribusi mereka di sektor UMKM. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi
sebagai pelaku utama usaha, tetapi juga sebagai pengelola, produsen, distributor, hingga
konsumen aktif dalam berbagai rantai nilai ekonomi. Perempuan banyak terlibat dalam sektor
informal dan industri kreatif, khususnya mereka yang menjalankan kegiatan usaha dari rumah,
sehingga tetap memungkinkan untuk menjalankan peran domestik sekaligus publik. Meskipun
kontribusi ini sangat signifikan, pengakuan formal terhadap peran mereka masih belum setara,
terutama dalam aspek kepemilikan usaha, akses terhadap modal usaha, dan legalitas usaha.
Misalnya, studi yang dilakukan di Desa Paksebali menunjukkan bahwa perempuan merupakan
kekuatan utama dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa, namun kepemilikan
formal atas usaha masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, menandakan
masih adanya hambatan sistemik terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan (Susiana,
2025).

Dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan koperasi yang
dikelola oleh perempuan telah muncul sebagai strategi yang efektif dalam pemberdayaan
ekonomi. Koperasi perempuan tidak hanya menyediakan akses terhadap pembiayaan mikro,
tetapi juga menjadi sarana kolektif untuk memperkuat kapasitas perempuan. Melalui koperasi,
perempuan dapat memperoleh pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses ke
jaringan pemasaran yang lebih luas. Modal sosial berupa solidaritas antaranggota koperasi
menjadi kekuatan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Sementara itu,
keterlibatan perempuan dalam UMKM juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu
dan lokasi kerja, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tanggung jawab domestik
sembari tetap berkontribusi secara ekonomi. Meski demikian, masih terdapat berbagai
tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya sistem tata kelola koperasi,
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dan keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital yang kian penting pada era ekonomi
berbasis informasi.

Pendekatan yang holistik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan
penguatan kapasitas dari berbagai aspek, seperti pelatihan dalam manajemen usaha,
peningkatan literasi keuangan, fasilitasi legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung strategi pemasaran digital dan efisiensi
pengelolaan usaha. Pendekatan ini mensyaratkan adanya dukungan kolaboratif dari berbagai
pihak, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga
sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi
pertumbuhan dan adaptasi perempuan terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Sejumlah studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan
yang disesuaikan dengan kondisi lokal menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.
Contohnya, di wilayah Jawa Barat, pelaksanaan program pelatihan pemasaran digital bagi
pelaku UMKM perempuan terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha dan memperluas
pasar hingga ke tingkat nasional (Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, 2024).

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan ekonomi tidak
terlepas dari konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat (Kabeer, 1999). Nilai-nilai
budaya, norma sosial, serta struktur peran gender sering kali menjadi penghambat dalam
akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi (World Bank, 2020). Oleh sebab itu, setiap
program pemberdayaan ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik
lokal dan dilakukan dengan pendekatan partisipatif (FAO, 2019). Dalam pendekatan ini,
perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga diposisikan sebagai agen
perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi (UN Women, 2018).
Pendidikan juga berperan penting dalam menyiapkan perempuan agar memiliki kapasitas yang
memadai dalam pengambilan keputusan, kemampuan inovatif, dan keterampilan dalam
menjalankan usaha secara berkelanjutan (Mosedale, 2005).

Kebijakan publik memiliki peranan krusial dalam menciptakan sistem pendukung bagi
pemberdayaan ekonomi perempuan (KemenPPPA, 2021). Kebijakan yang mengedepankan
prinsip kesetaraan gender, penyediaan akses permodalan, serta pelatihan berkelanjutan
merupakan komponen strategis dalam kerangka pemberdayaan (OECD, 2017). Pemerintah
diharapkan mampu memfasilitasi pembentukan koperasi perempuan berbasis komunitas,
memberikan insentif fiskal, dukungan teknis, serta memperkuat jaringan kemitraan lintas
sektor. Selain itu, pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah
menjadi penting untuk menjamin perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber
daya pembangunan (KemenPPPA, 2021).

Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis
gender guna menilai efektivitas program secara menyeluruh. Keberhasilan suatu program
pemberdayaan tidak hanya diukur dari aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sisi
perubahan sosial yang dihasilkan (OECD, 2017). Indikator keberhasilan meliputi peningkatan
rasa percaya diri perempuan, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan baik di tingkat
rumah tangga maupun komunitas, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan
(Kabeer, 1999). Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi strategi kunci
dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil serta inklusif (UN
Women, 2018).
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Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif
yang kokoh dalam Al-Qur’an. Upaya perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk
melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak hanya sah secara
agama, tetapi juga dianjurkan selama dilakukan dalam koridor nilai-nilai keadilan, amanah,
dan kebermanfaatan sosial.

Salah satu ayat yang sangat relevan dalam mendukung kesetaraan akses perempuan
terhadap peluang ekonomi adalah QS. An-Nisa: 32, yang berbunyi:

Ui e ) 15E0 A L o oLl T3 Uik il 30 Gk o a0y 0 (b a1 556 Y5
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“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala
sesuatu.”

Ayat ini secara eksplisit memberikan pengakuan atas hak usaha perempuan, serta
menjamin bahwa hasil jerih payah mereka diakui secara spiritual dan sosial. Dalam kerangka
pemberdayaan UMKM, ayat ini menjadi dasar penting untuk menolak setiap bentuk
diskriminasi yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan,
dan keterampilan usaha.

Selain itu, QS. At-Taubah ayat 71 turut menguatkan prinsip partisipasi sejajar antara laki-
laki dan perempuan dalam kerja-kerja sosial, ekonomi, dan dakwah:
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“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong
bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar,
menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat ini tidak hanya memberikan landasan kesetaraan, tetapi juga mewajibkan
keterlibatan aktif perempuan dalam struktur sosial umat, termasuk dalam aktivitas produktif
seperti pengelolaan koperasi, pelatihan wirausaha, dan penguatan ekonomi berbasis
komunitas.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pijakan gerakan ‘Aisyiyah Muhammadiyah, yang
merupakan salah satu organisasi perempuan tertua di Indonesia dan memiliki komitmen kuat
terhadap pemberdayaan perempuan. ‘Aisyiyah tidak hanya mengelola lembaga pendidikan
dan kesehatan, tetapi juga membentuk koperasi dan mendampingi pelaku UMKM perempuan,
khususnya dalam penguatan legalitas usaha, literasi keuangan, dan transformasi digital.
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Hambatan dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Salah satu kendala utama yang dihadapi perempuan pelaku UMKM adalah keterbatasan
akses modal dan sumber daya ekonomi. Banyak perempuan memulai usaha dengan modal
terbatas dan sulit mengakses pembiayaan formal karena kurangnya jaminan dan dokumen
usaha yang lengkap. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha
dan memperluas pasar. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
mempermudah akses modal, termasuk program pembiayaan mikro dan insentif khusus bagi
UMKM perempuan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan,
terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Era digital membuka peluang besar bagi UMKM perempuan untuk memperluas pasar
melalui pemasaran online. Namun, rendahnya literasi digital menjadi hambatan signifikan?.
Penelitian Kurniawati et al. (2020) pada anggota Koperasi Wanita Atsiri di Bogor menunjukkan
bahwa sebagian besar anggota masih mengandalkan pemasaran tatap muka dan belum
mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi. Padahal, data nasional menunjukkan
hanya sekitar 8% UMKM yang menggunakan media sosial secara optimal, padahal
pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan pendapatan hingga 26%. Pelatihan
pengenalan platform media sosial, pembuatan konten, dan branding produk telah terbukti
meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri perempuan dalam pemasaran digital,
sehingga intervensi pelatihan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM
perempuan (Kurniawati et al., 2022).

Literasi keuangan juga menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan usaha UMKM
perempuan’®. Studi Marianah, Zaenafi Ariani, dan Suwati (2023) mengungkap bahwa sebelum
pelatihan, sebagian anggota Koperasi Wanita ‘Aisyiyah Lombok Utara belum memiliki
pencatatan keuangan yang rapi meskipun omzet usaha cukup baik®. Pencatatan pembukuan
usahayangteratur sangat penting untuk memantau perkembangan usaha, mengelola arus kas,
dan memudahkan evaluasi keuntungan dan kerugians. Melalui pelatihan dan pendampingan,
anggota koperasi mampu mengisi buku kas secara mandiri dan memahami pembukuan
sederhana, yang berdampak positif pada kesehatan dan keberlanjutan usaha mereka®. Literasi
keuangan yang baik juga memudahkan akses pembiayaan formal, memperkuat posisi
perempuan dalam ekonomi (Marianah et al., 2023).

Perempuan pelaku UMKM seringkali harus menjalankan peran ganda sebagai pencari
nafkah dan pengelola rumah tangga, yang menyebabkan beban kerja berat dan kurangnya
pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai. Ketidaksetaraan gender tercermin
dalam akses terbatas terhadap kepemilikan ekonomi dan sumber daya usaha, yang masih
didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini menghambat perempuan dalam
mengembangkan usaha secara mandiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas (Widiarty, 2023).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk
mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya adalah Ruang Bersama
Indonesia (RBI), yang diluncurkan pada Desember 2024 sebagai kelanjutan Program Desa
Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). RBI bertujuan mengakselerasi pemberdayaan
ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang melibatkan
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berbagai pemangku kepentingan, termasuk KemenPPPA, KemenkopUKM, dan pemerintah
daerah. Program ini menargetkan indikator pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
sebagai salah satu prioritas utama (KemenPPPA, 2025).

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
juga menginisiasi peta jalan ekonomi perawatan (care economy roadmap) 2025-2045 untuk
meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi perawatan yang sangat penting bagi
kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional. Program-program pelatihan kewirausahaan,
kemudahan akses permodalan, serta insentif bagi UMKM perempuan terus dikembangkan
untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan (KemenPPPA, 2024).

Organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta juga berperan aktif dalam pemberdayaan
ekonomi perempuan. CARE Indonesia, misalnya, menjalankan program Asosiasi Simpan
Pinjam Desa (VSLA) yang mendorong pembentukan kelompok menabung mandiri untuk
perempuan dan anak perempuan, memberikan pelatihan literasi keuangan, serta akses
pinjaman mikro. Program ini membantu perempuan membangun mata pencaharian yang lebih
baik dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat hak perempuan atas
sumber daya keuangan dan kemampuan mengambil keputusan (CARE Indonesia, 2023).

Studi Kasus
1. Koperasi Srikandi Berbakti, Gresik

Di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik, Jawa Timur, berdiri koperasi wanita “Srikandi
Berbakti” yang menjadi contoh bagaimana perempuan bisa menjadi agen penggerak ekonomi
lokal, bahkan di lingkungan industri. Didirikan pada 2016, koperasi ini diinisiasi oleh ibu-ibu
PKK dengan dukungan dari pemerintah kelurahan dan PT Petrokimia Gresik. Fokus utama
koperasi adalah memproduksi olahan tanaman rosella, seperti the celup, sirup, dan minuman
herbal, yang memiliki potensi nilai tambah ekonomi tinggi.

Namun, koperasi ini menghadapi tantangan dalam bentuk rendahnya motivasi dan
keterampilan anggota, lemahnya pemahaman kewirausahaan, serta pemasaran yang masih
konvensional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Universitas Muhammadiyah Gresik
melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan metode pelatihan ceramah,
demonstrasi, dan diskusi interaktif. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus
koperasi terhadap konsep kewirausahaan dan pentingnya pemasaran digital. Walaupun
partisipasi anggota baru mencapai 60%, program ini menjadi batu loncatan penting dalam
transformasi koperasi dari skala subsisten ke arah yang lebih modern dan kompetitif (Chotijah
et al., 2022).

2. Organisasi Perempuan Islam di Kota Serang

Di Kota Serang, organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat
NU, dan Persistri Persis memainkan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, bahkan
di tengah budaya patriarki yang kuat. Aisyiyah tidak hanya berperan dalam dakwah dan
pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam pelatihan manajemen koperasi, literasi hukum,
pelatihan eco-enzim, dan pendampingan narapidana perempuan. Usaha koperasi simpan
pinjam dan penjualan kebutuhan sekolah menjadi tulang punggung ekonomi organisasi dan
menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi para kader perempuan.

Muslimat NU, dengan koperasi dan bank sampahnya, menunjukkan bagaimana
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pemberdayaan ekonomi dapat bersinergi dengan pelestarian lingkungan. Keuntungan koperasi
digunakan untuk kesejahteraan anggota, seperti beasiswa, dana sosial, dan penguatan
ekonomi keluarga. Program penyuluhan kesehatan dan pencegahan stunting yang mereka
jalankan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada
ekonomi, tetapi juga pada kesehatan dan pendidikan keluarga. Inisiatif seperti ini
memperlihatkan bahwa organisasi berbasis keagamaan bisa menjadi agen pemberdayaan
multidimensi yang inklusif dan berkelanjutan (Stiawati et al., 2025).

3. UMKM Perempuan di Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara juga menjadi contoh bagaimana UMKM
bisa menjadi penggerak utama pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah daerah telah
meluncurkan program seperti Kredit Melawan Rentenir, UMKM Go Export, serta pelatihan dan
pendampingan UMKM kelompok wanita. Namun, tantangan besar tetap ada dalam bentuk
keterbatasan modal usaha, akses pasar yang sempit, dan rendahnya kapasitas manajerial
pelaku UMKM.

Melalui program KKN Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dilakukan pelatihan
ekonomi kreatif dan digital marketing kepada kelompok UMKM perempuan. Program ini
menciptakan kelompok usaha kreatif berbasis potensi lokal, seperti olahan pangan, kerajinan
tangan, dan fashion etnik. Dampaknya cukup positif: perempuan mengalami peningkatan
pendapatan, produktivitas, dan kemandirian dalam mengelola usahanya. Namun, tantangan
tetap ada dalam hal permodalan dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Oleh karena itu,
keberlanjutan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan mitra
lembaga keuangan mikro (Wardani, 2023)

4. Koperasi Wanita Sejati dan Tunas Jaya di Pamekasan

Koperasi Wanita Sejati (Pademawu Timur) dan Tunas Jaya (Desa Bunder), keduanya di
Kabupaten Pamekasan, merupakan model koperasi perempuan yang berhasil memanfaatkan
dana hibah pemerintah untuk penguatan ekonomi lokal. Dengan keanggotaan masing-masing
93 dan 23 orang, serta modal awal Rp 61 juta dan Rp 25 juta, koperasi ini fokus pada usaha
simpan pinjam dan pengolahan produk lokal. Tantangan utama adalah rendahnya kapasitas
SDM, rendahnya motivasi, dan masalah kredit macet.

Untuk mengatasi hal ini, koperasi menerapkan sistem tanggung renteng yang
menekankan kolektivitas tanggung jawab antaranggota. Pelatihan administrasi dan penguatan
manajemen koperasi dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas tata kelola. Keberhasilan
koperasi ini menunjukkan bahwa dengan sistem pengelolaan yang transparan dan partisipatif,
koperasi wanita mampu menjadi institusi ekonomiyang tangguh dan menopang kesejahteraan
keluarga anggotanya (Haryanto, 2016)

5. Pelatihan Akuntansi Digital IWAPI Aceh

Inisiatif pelatihan akuntansi digital oleh IWAPI Aceh memberikan gambaran tentang
pentingnya literasi digital dalam pengelolaan UMKM perempuan. Dengan menggunakan
aplikasi SIAPIK dari Kementerian Koperasi dan UKM, pelatihan ini membantu 36 peserta dalam
mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengatur arus kas usaha mereka.
Sebanyak 80% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan akuntansi, dan
70% menyatakan siap untuk mengakses pembiayaan formal berkat pembukuan yang lebih
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transparan.

Walaupun masih terdapat hambatan dalam akses teknologi dan keterampilan digital,
pelatihan ini membuktikan bahwa perempuan bisa mengadopsi teknologi jika difasilitasi
dengan metode pembelajaran yang kontekstual. Model pelatihan ini bisa direplikasi di berbagai
daerah dengan modifikasi sesuai dengan tingkat literasi dan infrastruktur digital yang tersedia
(Antaranews, 2021).

Dari sintesis dan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi
perempuan melalui koperasi dan UMKM memberikan dampak nyata dalam meningkatkan
kesejahteraan, kemandirian, dan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal.
Pemberdayaan ini tidak sekadar soal peningkatan pendapatan, tetapi juga membentuk
kepercayaan diri, jaringan sosial, dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan
baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Model pemberdayaan yang paling berhasil adalah yang mengintegrasikan pelatihan
praktis, digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan. Keberhasilan
juga ditentukan oleh kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi,
organisasi perempuan, sektor swasta, dan LSM. Tantangan utama yang dihadapi meliputi
rendahnya literasi keuangan dan digital, kualitas manajemen usaha, dan akses pembiayaan.
Oleh karena itu, strategi penguatan perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas individu,
penguatan sistem koperasi, serta integrasi teknologi secara bertahap.

Simpulan

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM di Indonesia telah
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian, dan
kesejahteraan keluarga. Koperasi perempuan yang berafiliasi dengan
Muhammadiyah/‘Aisyiyah, koperasi wanita berbasis komunitas lokal, serta organisasi
perempuan Islam berperan strategis dalam mendorong pelatihan kewirausahaan, adopsi
teknologi digital, penguatan aspek legalitas usaha, serta advokasi kesetaraan gender. Meski
demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan rendahnya
literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan lemahnya kapasitas
kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi program pelatihan, pendampingan yang
berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi utama untuk memperkuat
pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup peningkatan pelatihan berbasis digital,
pendampingan dalam aspek legalitas usaha, serta penguatan struktur kelembagaan koperasi
sebagai pilar pemberdayaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM
tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat baik secara sosial maupun keagamaan, tetapi
juga terbukti secara empiris mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan
partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, efektivitas upaya
tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan dari berbagai pihak, terutama
pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat
ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah perlu memastikan tersedianya
akses permodalan yang inklusif dan mudah dijangkau oleh perempuan pelaku UMKM, serta
menyederhanakan proses legalitas usaha agar tidak menjadi hambatan administratif. Selain
itu, pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dengan literasi digital dan manajemen keuangan
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harus terus diperluas, sehingga perempuan dapat beradaptasi dengan perkembangan
teknologi dan dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Penguatan kelembagaan koperasi perempuan juga harus menjadi prioritas, melalui
penyediaan insentif fiskal, pendampingan usaha, serta fasilitasi jejaring pemasaran yang lebih
luas. Pemerintah diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan
organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, guna menciptakan sinergi
yang berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Lebih jauh,
implementasi sistem pemantauan dan evaluasi berbasis gender sangat penting untuk
memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan
dampak positif, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam mendorong perubahan
sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh. Dengan pendekatan
yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui
koperasi dan UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat
yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera di masa depan.
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